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Abstract 

This thesis discusses the application of the Unus Testis Nullus Testis 

principle in cases of fornication. This study aims to determine whether the Unus 

Testis Nullus Testis principle can not be applied in all criminal cases and to find 

out how to overcome difficulties in the application of the Unus Testis Nullus 

Testis principle. This research is a normative legal research that focuses on 

positive legal norms in the form of statutory regulations. This research uses a legal 

approach and case studies. The type of data in this research is secondary data with 

primary and secondary legal materials. Data collection techniques using literature 

study and interviews and data analysis techniques using deductive thinking 

methods. The principle of the Nullus Testicle Unus Testis contained in Article 

185 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, in terms of the decision 

number 48.Pid.Sus / 2017 / PN.Plg, the Judge seems unable to apply the Unus 

Nullus Testis. The testicular principle, this is due to the limited evidence in this 

case. In this regard, law enforcers, especially the Public Prosecutors, can optimize 

legal evidence according to law in addition to witness testimony as stated in 

Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. 

Keywords : Unus Testis Nullus Testis, Witness Testimony, Fornication 

Crimes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum dibentuk untuk membatasi setiap perilaku manusia mengenai apa 

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Selain 

itu, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap 

subyek hukum serta memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya dan pada dasarnya hukum itu harus 

dinamis kehidupan masyarakat yang juga bersifat dinamis. 

Indonesia memiliki beberapa sistem peradilan, salah satunya adalah 

sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Dalam sistem peradilan 

pidana, terdapat 5 Institusi yang sering disebut dengan Pancawangsa yang 

berbentuk lembaga yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 

Pemasyarakatan, dan Advokat. 1  Pelaksanaan sistem peradilan pidana, 

penegak hukum harus mengacu dan berdasar pada teori-teori dan asas-asas 

hukum pidana maupun peraturan-peraturan yang berlaku sebagai instrumen, 

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per-Undang-

Undangan lain yang digunakan sebagai pedoman oleh para penegak hukum. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari hukum 

publik, yang bersifat Formil / Formiil Recht dan mengatur mengenai tata cara

 

1Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, 

Eksepsi, dan Putusan Peradilan, cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 3 
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atau proses penangan suatu perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan, 

penuntutan, persidangan sampai kepada upaya hukum yang dapat dilakukan. 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai sifat dari Hukum Acara Pidana 

yakni, bersifat melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan subjek 

hukum yang akan di tuntut.2 

Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif, yang memiliki 

arti bahwa untuk dapat menjatuhkan keputusan mengenai seseorang bersalah 

atau tidak bersalah, hal itu di dasarkan kepada alat-alat bukti yang bersifat 

limitatif yang sudah di atur dalam Hukum Acara Formil ditambah dengan 

keyakinan Hakim.  

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut asas bahwa 

dalam hal membuktikan adanya suatu perbuatan pidana diperlukan minimal 2 

(dua) alat bukti, hal ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. Salah satu dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum adalah 

keterangan saksi. Keterangan saksi ialah keterangan dari seorang saksi 

mengenai suatu peristiwa pidana tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.  

Di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa “Keterangan 

seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah 

bersalah atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Prinsip ini 

 

2Ibid., hlm 9 
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disebut dengan Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi)3. Dari asas 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam membuktikan suatu perbuatan 

pidana, tidak boleh hanya terdapat 1 (satu) saksi saja. Dengan demikian 

Hakim tidak dapat menggunakan keterangan seorang saksi tersebut sebagai 

dasar pertimbangan untuk menghukum seseorang. Walaupun demikian, Pasal 

185 ayat (2) KUHAP dikatakan tidak akan berlaku apabila keterangan saksi 

tersebut disertai dengan suatu alat bukti lainnya yang sah menurut hukum4, 

seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang mengatakan : 

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) tidak berlaku apabila 

disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. 

Mengingat suatu tindak pidana percabulan, kerap terjadi di suatu tempat 

yang tertutup bagi umum dan tidak ada orang lain yang mengetahui 

perbuatan tersebut, maka dengan kondisi yang demikian, tidak menutup 

kemungkinan timbul permasalahan hukum dikemudian hari, untuk 

membuktikan kesalahan seorang Tersangka/Terdakwa di muka persidangan. 

Permasalahan hukum yang demikian itu diperburuk lagi dengan keberadaan 

seorang saksi dalam hal ini maksudnya ialah saksi korban yang masih 

dibawah umur, sehingga kepadanya tidak dapat dikenakan sumpah atau janji 

menurut ketentuan Pasal 171 KUHAP. 

 

3Nanang Fao Rino Angga Christian, 2013, “Tinjauan Sifat Unus Testis Nullus Testis Terhadap Asas In Dubio 

Pro Reo Dalam Implementasi pasal 183 KUHAP”, Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2, Bagian Hukum Acara 

Universitas Sebelas Maret,, hlm. 148 

4Ibid., hlm. 150 
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Melalui penelitian terhadap kasus ini, penulis menemukan aturan hukum 

di atas, tidak diterapkan secara baik oleh para praktisi hukum, sementara 

berdasarkan fakta persidangannya, penulis tidak melihat ada alat bukti sah 

lainnya yang dapat dipergunakan oleh praktisi hukum untuk menyatakan 

Terdakwa terbukti bersalah, namun faktanya dalam amar putusan baik 

Penuntut Umum maupun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana perbuatan cabul dan dijatuhi hukuman penjara. 

Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan membahas dan 

meneliti apakah dalam putusannya Majelis Hakim telah menerapkan asas 

Unus Testis Nullus Testis atau bahkan mungkin telah mengabaikannya 

dengan alasan adanya keterangan saksi-saksi lain, sedangkan keterangan 

saksi-saksi lain itu bernilai sebagai suatu keterangan yang bersifat 

Testimonium De Auditu.  

Pengertian dari asas Testimonium De Auditu adalah suatu keterangan 

yang diberikan oleh seorang namun bukan karena mendengar, melihat atau 

mengalaminya secara langsung mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi 

itu5. Keterangan dari saksi De auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti 

oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan, karena tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang sah dan kuat. 

 

5Steven Suprantio, 2014, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam 

Peradilan Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1, Komisi Yudisial Indonesia, hlm 41 
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Selanjutnya, penulis akan menjelaskan duduk kasus tindak pidana 

percabulan tersebut secara singkat sebagai berikut : 

Seorang anak perempuan yang menjadi korban dan masih di bawah umur 

sebelumnya telah bertemu dengan seorang terdakwa. Pada saat itu terdakwa 

menawarkan makanan kepada korban dan selanjutnya terdakwa meminta 

korban untuk pergi ke suatu tempat yang tidak dapat terlihat oleh umum. 

Sesampainya di sana, terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul 

terhadap korban dengan cara memegangi buah dada korban dan meremas - 

remasnya. Setelah terdakwa puas melakukannya kemudian terdakwa pergi 

dan saksi korban pulang. Suatu hari korban menceritakan perbuatan terdakwa 

kepada paman korban dan seorang lainnya. Kasus inipun lalu dilaporkan 

kepada pihak yang berwajib dan kemudian terdakwa ditahan, diperiksa di 

depan persidangan dan selanjutnya dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim. 

Dari uraian duduk kasus di atas, penulis menemukan suatu permasalahan 

hukum yang bertentangan dengan aturan - aturan hukum yang mengatur dan 

kemudian selanjutnya penulis angkat menjadi suatu topik dengan judul : 

“PENERAPAN ASAS UMUM UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DALAM 

KASUS TINDAK PIDANA PERCABULAN”, (Studi Kasus Putusan Nomor 

48/Pid.Sus/2017/PN.Plg). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis uraikan di atas, 

maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yakni : 

1. Apakah dalam kasus percabulan yang disidangkan perkara pidana, 

nomor perkara 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg, asas Unus Testis Nullus Testis 

dapat diterapkan dalam proses pembuktian ? 

2. Bagaimana upaya mengatasi kesulitan dalam penerapan asas Unus Testis 

Nullus Testis dalam kasus percabulan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk :  

1. Mengetahui apakah asas Unus Testis Nullus Testis dapat tidak diterapkan 

dalam semua kasus pidana 

2. Mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan dalam 

penerapan asas Unus Testis Nullus Testis dalam kasus percabulan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum pidana serta penerapan ilmu hukum pidana 

di dalam praktek persidangan maupun di luar persidangan, sehingga 

dapat menjadikan referensi dalam penerapan ilmu hukum pidana. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini untuk memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang 

terkait yaitu: 

a. Untuk Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang, agar dapat 

melakukan pembaharuan hukum terkait dengan alat bukti. 

b. Untuk Penegak Hukum selaku pelaksana Undang-Undang, agar 

penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diatur 

di dalam Undang-Undang. 

c. Untuk masyarakat selaku subjek hukum yang dituju dari 

pembentukan sebuah peraturan per-Undang-Undangan, agar dapat 

mematuhi peraturan yang telah berlaku. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul Penerapan Asas Umum Unus Testis Nullus 

Testis dalam kasus Tindak Pidana percabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 

48/Pid.Sus/2017/PN.Plg) merupakan karya asli dari penulis dan bukan 

merupakan plagiasi. Penulis memaparkan beberapa penulisan hukum dari 

peneliti yang berhubungan antara lain : 

1.  Nama Penulis : Novita Indrasari 

 NPM ; 1106159 

 Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 Fakultas : Ilmu Hukum (2010) 
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 Judul : Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Asas 

Unus Testis Nullus Testis dan 

Testimonium De Auditu dalam Tindak 

Pidana Penganiayaan (Studi Putusan 

No:54/Pid.S/1982/PN sbr Di Pengadilan 

Negeri Sumber 

 Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah penerapan asas Unus 

Testis Nullus Testis dan Testimonium 

De Auditu dalam penilaian 

keterangan saksi sebagai alat bukti 

oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Sumber 

2) Bagaimana kekuatan pembuktian asas 

Unus Testis Nullus Testis dan 

Testimonium De Auditu dalam tindak 

pidana penganiayaan (studi putusan) 

 Hasil Penelitian : Bahwa kesaksian dari Rosidi bin 

Abubakar bersifat Unus Testis Nullus 

Testis karena merupakan kesaksian 

tunggal dan tidak didukung dengan alat 

bukti yang lain. Kesaksian Abdullatip bin 

Nurhalimi bersifat kesaksian de auditu 
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karena hanya mendapatkan laporan dari 

Rosidi bin Abubakar. Kekuatan 

pembuktian keterangan saksi yang 

dikategorikan sebagai Unus Testis Nullus 

Testis dan testimonium de auditu dalam 

pemeriksaan tindak pidana penganiayaan 

dengan terdakwa Supandi alias Wardi bin 

Delap di Pengadilan Negeri Sumber 

adalah kesaksian dari Rosidi bin 

Abubakar oleh hakim tidak 

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang 

sah karena tidak memenuhi ketentuan 

pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP. 

Kesaksian Abdulatip bin Nurhalim oleh 

hakim juga dikesampingkan, artinya tidak 

dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah 

karena tidak sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1 butir 27 KUHAP 
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F. Batasan Konsep 

Sesuai dengan judul dalam peneltian ini, maka batasan konsepnya berupa 

: 

1. Alat Bukti adalah sesuatu yang memiliki hubungan terhadap suatu 

perbuatan yang dapat digunakan sebagai pembuktian untuk keyakinan 

Hakim atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan. 

2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 

3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu. 

4. Percabulan adalah perbuatan pidana yang melanggar kesusilaan atau 

perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah jenis penelitian 

hukum normatif. Penelitian dengan penelitian hukum normatif ini 

memiliki fokus pada norma hukum yang berkaitan dengan penerapan 

asas Unus Testis Nullus Testis terhadap kasus tindak pidana percabulan. 

a. Sumber Data 
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Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif 

adalah data primer antara lain : 

1) Bahan hukum Primer berupa Peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penerapan asas Unus Testis Nullus Testis 

: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya 

terdapat aturan mengenai tindak pidana percabulan. 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur antara lain 

tentang tindak pidana percabulan terhadap anak. 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana yang didalamnya mengatur antara lain 

tentang pembuktian dalam perkara pidana. 

d) Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg. 

2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam buku, 

jurnal, laporan hasil penelitian serta pendapat hukum 

narasumber yang berkaitan dari penelitian ini. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini yakni dengan cara : 

a. Studi Kepustakaan 
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Dengan membaca dan mengumpulkan bahan pustaka berupa 

beberapa Peraturan perundang-undangan, buku, asas-asas umum 

dalam hukum pidana, serta literatur lain yang berkaitan dan dapat 

digunakan di dalam penelitian ini. 

b. Wawancara 

Wawancara secara langsung dengan seorang Hakim yang 

bernama T.O.C.H Simanjuntak S.H.,M.Hum di Pengadilan Negeri 

Kelas IA Khusus Palembang terkait dengan putusan perkara pidana 

Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg. 

3. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalasis melalui metode Kualitatif yakni 

dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh 

dari hasil studi kepustakaan serta hasil penelitian dari narasumber, 

sehingga mendapatkan kesimpulan yang akan digunakan untuk 

memecahkan permasalahan di dalam penelitian. 

4. Proses Berpikir 

Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara 

Deduktif. Diawali dari proposisi umum yang secara umum kebenarannya 

sudah diketahui sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

Bahwa dalam hal ini proposisi umum yang dimaksud adalah isi dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat-alat bukti 

yang sah menurut Undang-Undang serta penjelasan asas umum Unus 

Testis Nullus Testis dan kesimpulan secara khusus yang dimaksud adalah 
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hasil dari penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan. 

H. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika dalam penulisan hukum / skripsi sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep 

dan metode penelitian. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai :  

Pertama, Tindak Pidana Percabulan yang terbagi dengan 

pengertian tindak pidana percabulan, bentuk dan karakteristik tindak 

pidana percabulan, faktor-faktor penyebab tindak pidana percabulan 

serta aturan yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana 

percabulan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

Kedua, Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia yang 

terbagi dengan sumber hukum sistem pembuktian, prinsip-prinsip 

pemeriksaan saksi, pengertian asas Unus Testis Nullus Testis, dasar 

penerapan asas Unus Testis Nullus Testis dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 
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Ketiga, penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam 

perkara Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg yang terbagi dengan 

deskripsi perkara nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg yang di dalamnya 

berisi mengenai deskripsi perkara nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg 

mulai dari kasus posisi, dakwaan dan tuntutan pidana, putusan, 

analisis kasus, kemudian penerapan asas Unus Testis Nullus Testis 

dalam pembuktian perkara nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg, upaya 

mengatasi asas Unus Testis Nullus Testis terkait keterbatasan saksi 

dalam kasus percabulan yang berisi tentang optimalisasi alat bukti 

selain keterangan saksi dan prospek pengaturan alat bukti dalam 

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB III : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

mengenai jawaban dari rumusan masalah terkait serta saran terhadap 

hasil penelitian.
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Di dalam kasus tindak pidana percabulan dengan nomor perkara 

48/Pid.Sus/2017/PN.Plg  asas Unus Testis Nullus Testis tidak dapat 

diterapkan oleh penegak hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan 

Pasal 1 butir 26 KUHAP dan Pasal 1 butir 27 KUHAP. Dalam jawaban 

terhadap permasalahan hukum yang pertama, penulis berdasar kepada 

penjelasan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa 

“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari 

orang lain atau Testimonium De Auditu”. 

2. Untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan asas Unus Testis Nullus 

Testis, maka penegak hukum dapat mengoptimalkan alat-alat bukti yang 

sah menurut hukum yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

yang dapat memberikan kekuatan pembuktian dalam hal membuktikan 

kesalahan seorang Terdakwa. Dengan demikian, hal ini dapat mengatasi 

adanya keterbatasan alat bukti dalam kasus percabulan.
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B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Penegak hukum terkhusus Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa 

secara cermat dan benar terhadap keabsahan serta kualitas daripada alat-

alat bukti yang hadir di dalam persidangan. Hal demikian guna untuk 

mengoptimalkan kualitas pembuktian dari alat-alat bukti yang hadir 

dalam persidangan untuk memberikan dasar dalam membuktikan 

kesalahan tersangka/terdakwa. Maka dengan demikian, pembentuk 

undang-undang harus melakukan pembaharuan hukum terhadap Pasal 

184 ayat (1) KUHAP tentang “keterangan terdakwa” yang dapat 

dituangkan dalam RUU KUHAP yang akan datang, sehingga hal ini 

dapat meminimalisir keterbatasan alat bukti dalam kasus tindak pidana 

kedepannya. 

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terkhusus pada Jaksa 

Penuntut Umum dalam hal upaya mengatasi keterbatasan alat bukti saksi 

ialah dapat mengajukan alat bukti lain berupa Surat seperti Visum et 

Repertum atau mengajukan seorang ahli untuk didengar keterangan 

sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuannya terhadap suatu kasus 

yang disidangkan. Hal demikian dilakukan untuk mengoptimalisasi alat-

alat bukti yang cukup dan berdasar untuk membuktikan kesalahan 

seorang terdakwa. 
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